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2.1  Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu
Hasil dari beberapa penelitian terdahulu, tentunya terdapat kesamaan dan

perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan ini, dari tabel di bawah ini kita

dapat melihat kesamaan dan perbedaan yang ada.

Tabel 2.1

Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Variabel dan
No Nama, Tahun, Judul | Indikator atau Metode / Hasil
Penelitian Fokus Analisis Data penelitian
Penelitian

1 | Puspita Sari, dkk 1. Rasio Menggunakan | Hasil dari
(2009) menguiji kemandirian | pendekatan penelitian ini
Pengaruh keuangan kuantitatif, menunjukkan
DanaAlokasi Umum daerah, alat analisis bahwa DAU
(DAU) Dan 2. Rasio yang mempunyai
Pendapatan Asli efektifitas digunakan pengaruh
Daerah (PAD) dan efisiensi | analisis regresi | positif dan
Terhadap pendapatan linier signifikan
BelanjaLangsung Pada asli daerah, berganda. terhadap
Pemerintah 3. Rasio belanja
Kabupaten/Kota Di aktivitas langsung.
Provinsi Riau (rasio Kedua, PAD

keserasian),

4. Rasio

Pertumbuhan

secara parsial
tidak
mempunyai
pengaruh
yang positif
dan signifikan
terhadap
belanja
langsung
secara parsial.
Ketiga, DAU
dan PAD
secara
simultan




berpengaruh
signifikan
terhadap
Belanja
Langsung.

Indah Rahmawati,
(2010) meneliti
tentang Pengaruh
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan
Dana Alokasi Umum
(DAU) Terhadap
Alokasi Belanja
Daerah (studi pada
pemerintah
kabupaten/kota dijawa
tengah).

1. Rasio
kemandirian
keuangan
daerah,

2. Rasio
efektifitas
dan efisiensi
pendapatan
asli daerah,

3. Rasio

aktivitas
(rasio
keserasian),

Menggunakan
pendekatan
kuantitatif, alat
analisis yang
digunakan
analisis regresi
linier
berganda.

Pendapatan
Asli Daerah
berpengaruh
positif
terhadap
alokasi
belanja
daerah.
Pemerintah
Daerah yang
memiliki
PAD tinggi
maka
pengeluaran
untuk alokasi
belanja
daerahnya
juga semakin
tinggi dan
dana Alokasi
Umum
berpengaruh
positif
terhadap
alokasi
belanja
daerah.
Pemerintah
Daerah yang
memiliki
DAU tinggi
maka
pengeluaran
untuk alokasi
belanja
daerahnya
juga semakin
tinggi.

Gultom, (2011).
“Analisis Kemampuan
Keuangan Daerah
Kabupaten Situbondo
Di Era Otonomi

1. Rasio
kemampuan
keuangan
daerah,

2. Rasio indeks

Analisis
kuantitatif.

Menunjukkan
bahwa
Kabupaten
Situbondo
mengalami
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Daerah Tahun 2001- kemampuan pertumbuhan
2010~ rutin, dan yang cukup
rasio signifikan.
pertumbuhan Namun, rasio
kemampuan
keuangan
daerah dan
indeks
kemampuan
rutin masih
kurang dari
yang
diharapkan.
Kurniati, Siti. (2012). . Rasio Metode yang Hasil dari
“Analisis Kemandirian | digunakan penelitian
Perbandingan Kinerja Keuangan yaitu menunjukkan
Keuangan Pemerintah |2. Rasio dokumentasi bahwa kinerja
Daerah Efektifitas dilakukan keuangan
Kabupaten Kota Se- Keuangan dengan pemerintah
Jawa TengahSebelum |3. Rasio mengumpulkan | daerah
Dan Sesudah Efisiensi data-data kabupaten/
Krisis Ekonomi 2008 Keuangan yang berasal kota se-Jawa
. Rasio dari dokumen | Tengah dalam
Aktifitas yang sudah bentuk
Keuangan ada, terdapat 4 | efektifitas
. Rasio Pengujian keuangan
Kontribusi yaitu daerah,
Pajak Daerah | Pengujian efisiensi
. Rasio normalitas data | keuangan
Kontribusi dan, Pengujian | daerah,
Retribusi. Hipotesis, aktifitas
Paired Sample | keuangan
T Test atau uji | daerah, dan
T sampel kontribusi
berpasangan, pendapatan
Uji statistik asli daerah
non parametik | (pajak daerah)

sesudah krisis
ekonomi 2008
lebih rendah
dibanding
sebelum krisis
ekonomi
2008. Tidak
terdapat
perbedaan
Kinerja
keuangan
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daerah dalam
bentuk
kemandirian
keuangan
daerah dan
kontribusi
komponen
pendapatan
asli daerah
(retribusi
daerah).

Hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang telah
dilakukan ini, terdapat beberapa kesamaan dalam pengambilan variabel-
variabelnya. Hal itu dapat dilihat dari variabel yang diambil yaitu Rasio
kemandirian, Rasio efektifitas, Rasio efesiensi, dan Rasio Pertumbuhan. Namun
terdapat perbedaan yang cukup nyata metode/analisis data menggunakan
pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, dengan analisis

deskriptif.

2.2  Kajian Teoritis
2.2.1 Pengukuran Kinerja

Menurut Mulyadi (2001: 337) “Kinerja adalah keberhasilan personil, tim,
atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan
sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan™. Sedangkan menurut TIM AKIP
BPKP (2000: 7), menjelaskan definisi kinerja merupakan kondisi yang harus
diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui
tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban
suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan

oprasional yang diambil. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa Kinerja
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merupakan prestasi/ hasil yang telah dicapai oleh organisasi dalam periode
tertentu. Kinerja dapat digunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara
periodik mengenai efektivitas operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran,
standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bastian (2007: 274) memaparkan pengertian Kinerja sebagai gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau
kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang
tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planning) suatu
organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh
organisasi dalam periode tertentu.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh
aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak
hanya dilakukan pada masukan (input) program, tetapi juga pada keluaran
(output) dari program tersebut. Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan
dua istilah yang berbeda.Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara
langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak
langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Atkinson, dkk (1995: 57) menyatakan pengukuran Kkinerja sebagai berikut:
“Performance measurement is perhaps the most important, mostmisunderstood,
and most difficult task in management accounting. Aneffective system of
performance measurement containts critical performance indicator (performance
measures) that (1) consider eachactivity and the organization it self from the
customer’s perspective, (2)evaluate each activity using customer— validated
measure ofperformance, (3) consider all facets of activity performance
thataffectcustomers and, therefore, are comprehensive, and (4) provide feed-

backto help organization members identity problems and opportunities
forimprovement”.
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Pernyataan diatas mengandung makna bahwa penilaian kinerja sangat
penting, kemungkinan memiliki salah pengertian, dan merupakan tugas yang
paling sulit penilaian kinerja yang efektif sebaiknya mengandung beberapa
indikator Kinerja, di antaranya yaitu: (1) memperhatikan setiap aktivitas organisasi
dan menekankan pada perspektif pelanggan, (2) menilai setiap aktivitas dengan
menggunakan alat ukur Kinerja yang mengesahkan pelanggan, (3) memperhatikan
semua aspek aktivitas Kkinerja secara komprehensif yang mempengaruhi
pelanggan, dan (4) menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu
anggota organisasi mengenali permasalahan dan peluang untuk melakukan

perbaikan.

2.2.2 Aspek Pengukuran Kinerja
Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah oleh

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta, maka pengukuran Kkinerja sangat

terkait dengan aspek-aspek yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari setiap
instansi pemerintahan.

2. Aspek kepuasan pelanggan (customers), yaitu bagaimana instansi pemerintah
merespon tuntutan masyarakat atas pelayanan yang berkualitas dengan
memberikan pelayanan yang prima secara terus-menerus.

3. Aspek operasi bisnis internal, ditujukan untuk informasi bisnis internal guna
memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah seirama (in-concert)dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum dalam

rencana strategis.
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4. Aspek kepuasan pegawai, dalam setiap organisasi pegawai merupakan aset
yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang banyak
melakukan inovasi dan peran strategis.

5. Aspek kepuasan komunitas dan stakeholders. Informasi dan pengukuran
kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan komunitas dan para
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

6. Aspek waktu. Ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain
pengukuran Kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat dalam
rangka membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Sumber: (LAN dan BPKP, 2000: 10)

2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja
Pengukuran Kinerja merupakan manajemen pencapaian Kinerja.
Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (feed
back) sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan
di masa mendatang. Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen untuk :
1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk
pencapaian Kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema yang disepakati.
3. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dan membandingkannya dengan skema
kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang

dicapai setelah dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah disepakati.
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5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya
memperbaiki Kinerja organisasi.

6. Mengindentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

7.  Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

(LAN dan BPKP, 2000: 12)

2.2.4 Akuntansi Pemerintah Daerah

Berdasarkan pengertian pemerintah daerah, maka Akuntansi Pemerintah
Daerah menurut Hafiz (2006: 35), “Dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan,
penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter,
transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk
pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Halim (2007:
35) memberikan definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai
Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah adalah ‘“Proses
pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi
(keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang
dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-
pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan”.

Menurut Bastian (2007: 15) akuntansi sektor publik dapat didefinisikan

sebagai “...mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan
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dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen
di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial,
maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. Sedangkan
menurut Nordiawan, dkk (2007: 35) akuntansi sektor publik adalah “Proses
pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan
dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para
pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan”.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah
memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan
alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi secara tepat, efisien,
dan  ekonomis, serta  memberikan informasi  untuk  melaporkan
pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut serta melaporkan hasil
operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan mengacu
pada penerapan teori, prinsip atau standar akuntansi pada organisasi yang tidak

mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan.

2.2.5 Tujuan Akuntansi Pemerintah Daerah
Menurut Nordiawan, dkk (2007: 7) akuntansi pemerintahan mempunyai
beberapa tujuan yaitu:

1. Tujuan pertanggungjawaban, dalam tujuan pertanggungjawaban pemerintah
harus memberikan informasi keuangan secara lengkap, memberikan informasi
keuangan secara cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat.

2. Tujuan manajerial, dalam tujuan manajerial, memberikan informasi keuangan

untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian
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anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja
pemerintah adalah tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya
akuntansi pemerintah.

3. Tujuan pengawasan, memiliki arti bahwa informasi yang dihasilkan akuntansi
pemerintahan harus memungkinkan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh
aparat pengawas.

Dari keterangan tersebut di atas, diharapkan dengan adanya akuntansi
pemerintah, mampu membangun hubungan kepercayaan yang baik antara
pemerintah baik pusat maupun daerah dengan masyarakat melalui informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mensejahterakan

masyarakat.

2.2.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan
keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan
yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mardiasmo (2002: 121)
mengungkapkan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk
memenuhi 3 tujuan vyaitu: memperbaiki Kkinerja pemerintah, membantu
mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta mewujudkan
pertanggung-jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Keuangan daerah menurut Halim (2007: 23-25) adalah semua hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik

berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang
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belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-
pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan
daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan
daerah vyaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan
daerah. Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006, Keuangan daerah dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. Penerimaan daerah yang terdiri atas Sisa laba perhitungan anggaran tahun lalu
(SILPA), Pencairan dana, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali
pemberian pinjaman daerah, Penerimaan piutang daerah, dan Hasil penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri atas pembentukan dana cadangan,

penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

2.2.7 Analisis Rasio Keuangan

Analisis dari item-item laporan keuangan berperan penting dalam
interpretasi data keuangan dan operasi entitas. Karena itu, banyak analisis yang
memanfaatkan rasio keuangan untuk membantu melakukan kegiatan analisis dan
interpretasi laporan keuangan.Penggunaan laporan keuangan sebagai alat analisis
dapat membantu pihak pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan yang
rasional dan sesuai dengan tujuan entitas karena analisis rasio dapat membantu

dalam mengindentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan entitas.
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Dengan kata lain, rasio keuangan adalah penulisan ulang data akuntansi ke dalam
bentuk perbandingan dalam rangka mengindentifikasikan kekuatan dan
kelemahan keuangan. Analisis keuangan merupakan usaha mengindentifikasikan
ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan
hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya
sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi. Menurut Halim, (2007:
230) adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD
antara lain :

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat.

2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham Pemda,

bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.2.8 Kegunaan Analisis Rasio Keuangan

Martono dan Agus (2001: 240) mengungkapkan bahwa analisis rasio
keuangan antara lain berguna dalam:
1. Pengambilan keputusan investasi.

2. Keputusan pemberian kredit.

w

. Penilaian aliran kas.
4. Penilaian sumber-sumber ekonomi.

5. Melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana.
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6. Menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana.
7. Menganalisis penggunaan dana.
Berdasarkan sumber analisis, rasio keuangan dapat dibedakan menjadi:
1. Perbandingan internal, yaitu membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio
pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam entitas yang sama.
2. Perbandingan eksternal, yaitu membandingkan rasio sebuah entitas dengan

entitas-entitas sejenis atau dengan rata-rata entitas pada saat yang sama.

2.2.9 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Halim (2007: 232) menyatakan, ada beberapa rasio yang dapat
dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD:
1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap
sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat
ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan
provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya (Halim, 2007: 232).

Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian = x 100%

Bantuan Pusat dan Pinjaman

Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah serta

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.
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Menurut Hersey dan Blanchard (2001) dalam Halim (2007: 233) sebagai
pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi

keuangan. Mengklasifikasikan tingkat kemandirian tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
Kemampuan Daerah Kemandirian Pola Hubungan
Rendah Sekali 0%-25% Instruktif
Rendah 25%-50% Konsultatif
Sedang 50%-75% Partisipatif
Tinggi 75%-100% Delegatif

Sumber: Hersey dan Blanchard dalam Halim 2007: 233

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio  efektifitas menggambarkan kemampuan Pemda dalam
merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan
berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas
dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100
persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang

semakin baik (Halim, 2007: 232).

Realisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektifitas 2 X 100%

Target Penerimaan PAD

Tabel 2.3
Tingkat Efektifitas PAD

Efektifitas Keuangan Daerah | Rasio Efektifitas

Efektif >100%
Efektif Berimbang =100%
Tidak Efektifitas <100%

Sumber : (Halim, 2007: 232)
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Untuk memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu
dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah. Rasio efisiensi
menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja
pemerintah daerah dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1
(satu) atau dibawah 100 persen. Semakin Kkecil rasio efisiensi menggambarkan

kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2007: 232).

Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD
Rasio Efisiensi = X 100%
Realisasi Penerimaan PAD

3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan
Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai
dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan masing-
masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan
evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin
tinggi persentase pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran,
maka semakin besar kamampuan Pemda dalam mempertahankan dan

meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode (Halim, 2007: 232).

PADt1-PADt0
Pendapatan Asli Daerah = x 100%
PADt0

dimana: t0 = tahun awal
t1 = tahun akhir
Analisa rasio keuangan ini merupakan konversi data dari laporan

keuangan menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kinerja keuangan
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pemerintah daerah serta bagi pengambilan keputusan. Analisa rasio adalah dengan
membandingkan antara 2 (dua) atau lebih item keuangan, biasanya dari tahun

yang sama.

2.2.10 Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporn keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan
dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan
pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah
besar pemakai (wide range users) dalam membuat dan mengevaluasi kepustusan
mengenai alokasi sumber daya yang di pakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya
untuk mencapai tujuan (Bastian, 2007: 247)

Kieso dkk. (2002: 3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan
sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar
korporasi. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara
misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan dalama lingkungan sektor pubik memegang peranan
penting dalam rangka menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semaakin
besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar
kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor pubik. Informasi keuagan

ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
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Akuntansi sektor publik memiliki peran dalam menyiapkan laporan keuangan
sebagai perwujudan akuntabilitas publik.
A. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik
Menurut SAP No.01 Paragraf ke 8 Laporan keuangan merupakan laporan
yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan
oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adaah menyajikan
informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas, dan Kinerja
keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara
spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan
akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,
dengan :
a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi , kewajiban,
dan ekuitas dana pemerintah;
b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi ,
kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
¢) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya
dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
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g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengawasi kemampuan entitas
pelaporan dalam mendanai aktifitasnya;

Menurut Mardiasmo (2002: 162), tujuan umum laporan keuangan bagi
organisasi pemerintahan adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan
ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban
(accountability) dan pengeloloaan (stewarship).

2. Untuk mernberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja
manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan Sektor Publik merupakan representasi terstruktur dari

posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Bastian (2007: 247)

menyebutkan tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah

menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan
menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan
cara:

a) Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya keuangan atau finansial:

b) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya
dan memenuhi kebutuhan kasnya;

c) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas
dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhikewajiban serta komitmennya

d) Menyediakan informasi mengenai kondisi finansialsuatu entitas dan perubahan

didalamnya dan:
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e) Menyediakan informasi agregat yang berguna untukmengevaluasi Kinerja
entitas dalam hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan:

Laporan keuangan sektor publik mempunyai aspek prediktif dan
prospektif dalam penggunaan uang. Prediksi kualitas dan ragam sumber-sumber
daya yang disyaratkan untuk operasi berkelanjutan akan mempengaruhi berbagai
resiko ketidakpastian dalam berasosiasi. Selain itu laporan keuangan juga dapat
menyediakan informasi untuk :

a. Mengindikasikan apakah sumber daya yang ada dapat digunakan secara legal
sesuai dengan anggaran yang disyahkan (legally adopted budget) dan;

b. Mengindikasihkan apakah sumber daya yang ada dapat digunakan sesuai
persyaratan legal dan kontraktual, termasuk kriteria keuangan yang telah
ditetapkan otoritas legislatif (appropriate);

Untuk memenuhi tujuan di atas,laporan keuangan sektor publik
menyediakan informasi yang meliputi elemen-elemen seperti aktiva, kewajiban,

aktiva/ekuitan neto, pendapatan, biaya-biaya , dan arus kas.

B. Pengguna Laporan Keuangan Sektor Publik

Identifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik dapat dilakukan
dengan melihat kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi
sektor publik. Pihak-pihak tersebut memiliki kebutuhan akan informsi yang
disajikan dalam laporan keuangan organisasi sektor publik. Pada bagian ini akan
kita lihat beberapa klasifikasi pengguna laporan keuangan sektor publik.

Menurut Drebin, dkk (1981: 123) mengidentifikasi sepuluh kelompok

pengguna laporan keuangan sektor publik sebagai berikut: 1) Pembayar Pajak; 2)
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Pemberi Bantuan (Grantors;) 3) Investor; 4) Pengguna Jasa; 5) Karyawan; 6)
Pemasok; 7) Dewan Legislatif; 8) Manajemen; 9) Pemilih (Vetors); 10) Bdan
Pengawas (Oversight Bodies).

Pengklasifikasian tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa enam
pengguna pertama (pembayar pajak, pemberi bantuan, investor, pengguna jasa,
karyawan dan pemasok) merupakan penyedia sumber daya organisasi, baik
sumber daya finansial, tenaga kerja maupun material. Dewan legislatif dan
manajemen merupakan pihak yang membuat keputusan alokasi sumber daya, dan
aktivitas tersebut diawasi oleh badan pengawas dan pemilih. Sementara
Governmental Accounting Standards Board (GASB) mengidentifikasikan laporan
keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu :

1) Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab;
2) Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat;
3) Investor dan kreditur yang memberikan pinjaman dan berpartisipasi dalam

proses pemberian pinjaman;

2.2.11 Komponen-komponen laporan keuangan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan
pokok adalah :
1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan
Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu
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periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup

dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas
dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.

b) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas
dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan
diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda.

c) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur

didefinisikan sebagai berikut :

a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
Pemda sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiva masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemberdayaan daerah.
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c¢) Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemda yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban Pemda.

. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau

analisis atau nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup

informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas

pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk

diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-

ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan

secara wajar. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap

pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus

memiliki referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan

keuangan. Catatan atas laporan keuangan terdiri dari hal-hal sebagai berikut :

a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal dan
pencapaian target Perda APBD, serta kendala yang dihadapi dalam
pencapaian target;

b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

¢) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
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2.3  Pandangan Islam Tentang Pengukuran Kinerja

Kemuliaan seseorang manusia itu bergantung kepada apa yang
dilakukannya. Dengan itu, sesuatu amalan atau pekerjaan yang mendekatkan
seseorang kepada Allah adalah sangat penting serta patut untuk diberi perhatian.
Amalan atau pekerjaan yang demikian selain memperoleh keberkahan serta
kesenangan dunia, juga ada yang lebih penting yaitu merupakan jalan atau tiket
dalam menentukan tahap kehidupan seseorang diakhiran kelak. Istilah kerja dalam
Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi
diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang dan malam , dari pagi hingga
sore, terus menerus tak kenal lelah, tetapi kerja mencagkup segala bentuk amalan
atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri,
keluarga dan masyarakat sekelilingnya serta negara (Bustami, 2012). Telah

dijelaskan dalam Al-quran surat At-Taubah ayat 105 :
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"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang

Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan (At-Taubah: 105).”

Agama Islam memandang bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika

sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak

melupakan-Nya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas

kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar
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(Qardhawi, 1997: 107). Ummu Salmiyah (2008: 201) menyatakan bahwa dalam
melakukan setiap pekerjaan, aspek etika merupakan hal mendasar yang harus
selalu diperhatikan. Seperti bekerja dengan baik, didasari iman dan tagwa, sikap
baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak
merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional), ahli
dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan
hukum Allah atau syariat Islam (Al-qur’an dan hadits).

Sementara menurut Jaya (2010: 31) etika kerja dalam Islam dibagi
menjadi lima yaitu :
1. Bekerja dengan niat mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Telah dijelaskan dalam QS. Al-Bagarah ayat 21 dan An-Nisa ayat 59 yang

berbunyi :
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“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang

yang sebelummu, agar kamu bertakwa (QS. Al-Bagarah: 21).”
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (An-Nisa: 59).”

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ketaatan dalam

Islam itu yang mutlak (tidak boleh ditawar-tawar) hanya kepada Allah dan Rasul-
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Nya, sementara ketaatan pada ulil amri tidaklah mutlak, ketaatan kepada mereka
hanyalah ketika mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
2. Bekerja dengan ikhlas dan amanah dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 58 dan

Al-Maidah ayat 1.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat (QS. An-Nisa: 58).”
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“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. Dihalalkan bagimu
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu)
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya
(QS. Al-Maidah: 1).”

Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan
keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan
sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan
menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci

kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan professional.
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Amanah yang ada di pundak manusia ada tiga. Pertama, antara manusia
dan Tuhan artinya memelihara hukum dan batas-batas ilahi sendiri merupakan
amanah yang ada di pundak manusia. Kedua, antara manusia dengan manusia.
Seseorang yang diberikan amanah harus mengembalikannya kepada sang pemilik
tanpa ditambah dan dikurangi. Ketiga, amanah yang ada pada diri manusia itu
sendiri seperti usia, kekuasaan, kemampuan jasmani dan mental. Dari sisi agama,
semua itu adalah amanah Tuhan yang ada di tangan kita. Bahkan kita manusia
bukan pemilik diri kita sendiri melainkan hanya mengemban amanah. Anggota
badan kita harus dimanfaatkan dengan baik dijalan keridhaan Allah.

3. Bekerja dengan tekun

Artinya Tekun itu berarti rajin & sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu
hal dengan baik , ulet dapat berarti tabah & kuat, kerja keras artinya gigih dalam
berusaha, dan teliti artinya hati-hati serta cermat. Ketekunan adalah suatu sifat
yang amat diperlukan oleh seseorang pekerja. Setiap pekerja akan dapat
meningkatkan kecekapan masing-masing menjalankan tugas sekiranya tekun
dalam menjalankan tugas. Rasulullah S.A.W. bersabda dengan maksud:
"Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan
dengan tekun™. (Riwayat Al-Baihaqi).

Apabila hendak menilai seseorang pekerja, ciri yang terpenting ialah
kecekapan. Mutu kecekapan seseorang itu akan terus meningkat jika pekerja itu
sanggup belajar atau menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan
tugasnya sepanjang masa.

4. Bekerja dengan semangat gotong royong dijelaskan QS.Al-Maidah ayat 2.
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi“ar-syi“ar Allah,
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang galaa-id, dan jangan (pula)
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari
kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan
ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu)
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Al-Maidah: 2).”

Ayat diatas menjelaskan berusahalah dan bekerjasama di antara kalian
untuk mengajak mereka menuju jalan Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang baik. Dengan demikian, kalian telah menyiapkan lahan yang
kondusif bagi masyarakat untuk melakukan hal-hal yang baik. Setiap manusia kita
dianjurkan untuk saling bergotong royong dan saling tolong menolong. Kerjasama
merupakan pondasi persatuan yang mampu membuat kaum Muslimin dapat saling
berinteraksi demi melakukan perbuatan baik dan memupuk takwa, bukannya
berbuat zalim, aniaya dan dosa.

5. Bekerja dengan orientasi kebahagian manusia sejagad dijelaskan dalam QS.Al-

Maidah ayat 8.
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan (Al-Maidah: 8).”

Adapun rahasia kesuksesan karier dan pekerjaan Rasulullah SAW adalah
Pertama Rasululllah selalu bekerja dengan cara terbaik, profesional, dan tidak
asal-asalan. Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah menginginkan jika salah
seorang darimu bekerja, maka hendaklah meningkatkan kualitasnya®. Kedua
Rasululllah melakukannya dengan manajemen yang baik, perencanaan yang jelas,
pentahapan aksi dan adanya penetapan skala prioritas. Ketiga Rasululllah tidak
pernah menyia-nyiakan kesempatan sekecil apapun. “Barang siapa yang
dibukakan pintu kebaikan, hendaknya dia mampu memanfaatkannya, karena ia
tidak tahu kapan ditutupkan kepadanya“. Keempat Rasululllah selalu
memperhitungkan masa depan. Beliau adalah sosok yang visioner, sehingga
segala aktivitasnya benar-benar terarah dan terfokus. Kelima Rasululllah tidak
pernah menangguhkan pekerjaan. Beliau bekerja secara tuntas dan berkualitas.
Keenam Rasululllah bekerja secara berjamaah dengan mempersiapkan
membentuk tim yang solid yang percaya pada cita-cita bersama. Ketujuh
Rasululllah adalah pribadi yang sangat menghargai waktu.Tidak berlalu sedetik

pun waktu, kecuali menjadi nilai tambah bagi diri dan umatnya. Kedelapan
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Rasulullah menjadikan kerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan.
Rasululllah bekerja bukan untuk menumpuk kekayaan duniawi tetapi bekerja
untuk meraih keridhaan Allah SWT.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam bekerja
merupakan suatu kewajiban setiap muslim. Kerja bukan sekedar upaya
mendapatkan rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup, tetapi
mengandung makna ibadah seorang hamba kepada Allah, menuju sukses di
akhirat kelak. Oleh sebab itu, muslim mesti menjadikan kerja sebagai kesadaran

spiritualnya dengan menerapkan sifat-sifat dasar yang dimiliki Rasulullah SAW.

2.4  Kerangka Berfikir

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN)
No0.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal
ini ada 2 (dua) kebijakan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu kebijakan
nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional tertuang dalam UU No. 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
yang telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004. Selain itu, juga tertuang
dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sementara kebijakan daerah tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti
menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah dengan alat analisis
sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah
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2. Rasio efektifitas
3. Rasio pertumbuhan

Alat analisis tersebut digunakan berdasarkan kajian teori dan penelitian
terdahulu yang sangat memengaruhi metode pengukuran Kkinerja keuangan
daerah.Rasio-rasio tersebut akan digunakan untuk melihat kinerja keuangan
daerah Pemkab Lamongan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan
PAD. Berdasarkan masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka pikir
secara sistematis seperti berikut:

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berfikir

BPKAD Kabupaten
Lamongan

A 4
Pengukuran Kinerja

A 4 A 4

Rasio Kemandirian Rasio Efektifitas & Rasio Pertumbuhan
Efesiensi

\ 4
Pengukur Kinerja Keuangan Pemda
Lamongan Dengan Mengunakan Analisis
Ratio

Sumber: (Data diolah)
Ket:

BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah



